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ten tang 
dalam 

Negara 

Tahun 1950 
Ka bu paten 

Barat (Berita 

1. Undang-Undang Nomor 14 
Pembentukan Daerah-Daerah 
Lingkungan Propinsi Jawa 
Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana 
Desa untuk setiap Desa. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan P-enetapan 
Rincian Dana Desa Bagi Desa-Desa di Kabupaten Bekasi 
Tahun Anggaran 2017. 

BUPATI BEKASI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
BAGI DESA-DESA DI KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2017 

NOMOR 8 TAHUN 2017 

PERATURAN BUPATI BEKASI 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201 7 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5767); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5694); 

12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 
Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 288); 

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 
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14.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2093); 

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

1 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Tata Tertib dan Mekanisme Pengarnbilan Keputusan 
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 159); 

18.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Pendarnpingan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 160); 

19.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1883); 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 /PMK.07 / 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, 
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi 
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 478); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten . Bekasi Nomor 26 
Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan 
Pemekaran Kecarnatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 seri D); 

23.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten 
Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 
Nomor 6); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2016 Nomor 6); 
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Pasal 2 
Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa Bagi 
Desa-Desa di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi, 
3. Bupati adalah Bupati Bekasi. 
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa; 

7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh 
Menteri Dalam Negeri. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 
disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI DESA-DESA 
DI KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2017 

MEMUTUSKAN 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2016 Nomor 8); 

26.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 11). 

27.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang, 
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi serta 
tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Bekasi. 

Menetapkan 
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Pasal 6 
Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan 
formula sebagai berikut: 
W = [(0,25 x 21) + (0,35 x 22) + (0, 10 x 23) + (0,30 x 24)] x 
(DDkab/kota - ADkab/kota) 
Keterangan: 
W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan 
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan 
tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten 
21 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total 
penduduk Desa nasional 
22 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap 
total penduduk miskin Desa nasional 
23 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total 
penduduk miskin Desa nasional 
Z4 = rasio IKG Kabupaten terhadap total IKG Kabupaten 
yang memiliki Desa 
DDkab/kota = pagu Dana Desa Kabupaten 
ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan 
jumlah Desa dalam Kabupaten. 

Pasal 5 
Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah 
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari 
kementerian yang berwenang dan/ atau Iembaga yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 

Pasal 4 
Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten 
dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam 
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 
Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. 

Pasal 3 
Rincian Dana Desa bagi Desa-Desa di Kabupaten Bekasi 
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan 
berdasarkan: 
a. alokasi dasar; dan 
b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan 

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan 
indeks kesulitan geografis desa setiap Kabupaten. 



Pasal 9 
(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai 

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

(2) Prioritas penggunaaan dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), disosialisasikan kepada masyarakat oleh 
Pemerintah Desa di lokasi strategis yang dapat dijangkau 
oleh masyarakat Desa. 
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Pasal 7 
Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati 
berdasarkan data dari kementerian yang berwenang 
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang statistik. 

Pasal 8 
(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui 

pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 
Rekening Kas Umum Desa. 

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 
Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 
7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di 
Rekening Kas Umum Daerah. 

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap: 
a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh 

perseratus); 
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40°/o (empat puluh 

perseratus); dan 
(4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala 

Desa menyampaikan: 
a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati, 
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya. 
c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan 

laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua 
bulan Februari. 

(5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala 
Desa menyampaikan: 
a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I 

kepada Bupati. 
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan 
paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan 
sebesar 50%> [lima puluh per seratus). 

c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 
penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud 
pada huruf a kepada Bupati/ walikota paling lambat 
minggu kedua bulan Juli. 
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Pasal 11 
Desa dalam perencanaan program dan kegiatan 
pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat 
mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat 
perkembangan kemajuan Desa, meliputi: 

untuk 
dan d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, 

pemeliharaan sarana prasarana lingkungan 
pemenuhan kebutuhan: 
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; 
2. penanganan bencana alam; 
3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan 
4. pelestarian lingkungan hidup. 

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai 
dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam 
Musyawarah Desa. 

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial 
dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 
1. kesehatan masyarakat; dan 
2. pendidikan dan kebudayaan. 

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk 
mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi: 
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk 

ketahanan pangan; 
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang 

difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk 
unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi 
dan pemasaran; dan 

3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang 
difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk 
unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi 
dan pemasaran. 

dan 
untuk 

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa 
yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan 
Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan 
kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain: 
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, 

pemeliharaan sarana prasarana dasar 
pemenuhan kebutuhan: 
1. lingkungan pemukiman; 
2. transportasi; 
3. energi; dan 
4. informasi dan komunikasi. 

Pasal 10 
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Pasal 12 
Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan 
kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang 
ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 
masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan 
sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi 
dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat 
Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain: 

a. Desa Tertinggal dan/ atau Desa Sangat Tertinggal 
memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada: 
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan 
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana prasarana ekonomi serta pengadaan 
produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan 
pada upaya mendukung pembentukan usaba 
ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi 
pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha 
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan 
satu Desa satu produk unggulan. 

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan 
pembangunan Desa pada: 
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana 
prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk 
mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian 
berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan 
pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan 
kepada kebijakan satu Desa satu produk 
unggulan; dan 

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 
serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan 
lingkungan yang diarahkan pada upaya 
mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa 
terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan. 

c. Desa Maju dan/ atau Desa Mandiri memprioritaskan 
kegiatan pembangunan pada: 
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana 
prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk 
mendukung perluasan/ ekspansi usaha ekonomi 
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk 
ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang 
difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk 
unggulan; dan 

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta 
pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan 
lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung 
peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat 
Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan. 



Pasal 13 
Desa dalam perencanaan program dan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana 
Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan 
tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi : 
a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal 

memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang 
meliputi: 
1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan 

BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga 
ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian 
askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan 
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala 
produktif dan usaha ekonomi lainnya yang 
difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk 
unggulan; dan 

2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan 
kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa. 

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat 
Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi: 
1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan 

BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian 
akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan 
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala 
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a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan Desa; 

b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa; 
c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa; 
d. pengembangan sistem informasi Desa; 
e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di 

bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan 
perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat 
marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang 
disabilitas (penyandang cacat); 

f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan 
hid up; 

g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, 
penanganan bencana alam serta penanganan kejadian 
luar biasa lainnya; 

h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha 
ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau 
BUMDesa Bersama; 

1. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh 
kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga 
ekonomi masyarakat Desa lainnya; 

J. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama 
Desa dengan pihak ketiga; dan 

k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya 
yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan 
ditetapkan dalam Musyawarah Desa. 
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produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, 
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada 
kebijakan satu Desa satu produk unggulan; 

2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja 
terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan 

3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan 
kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa 

c. Desa Maju dan/ atau Desa Mandiri memprioritaskan 
kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk 
menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi: 
1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi 

warga/kelompokdan BUMDesa/BUMDesa Bersama 
melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, 
distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi 
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk 
ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang 
difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk 
unggulan; 

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di 
Desa; 

3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja 
ahli di Desa; 

4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk 
pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa. 

d. Desa Tertinggal dan/ atau Desa Sangat Tertinggal, Desa 
Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri 
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
Desa untuk merintis dan mengembangkan .Jaring 
Komunitas WiraDesa yang meliputi: 
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan 

sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, 
pemberdayaan perempuan dan anak serta 
pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota 
masyarakat Desa penyandang disabilitas (penyandang 
cacat); 

2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian 
lingkungan hidup; 

3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencanaalam, 
penanganan bencana alam dan penanganan kejadian 
luar biasa lainnya; 

4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk 
berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara 
transparan dan akuntabel; dan 

5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam 
memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan 
berkeadilan sosial. 

e. Desa Tertinggal dan/ atau Desa Sangat Tertinggal, Desa 
Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri 
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya 
Desa yang meliputi: 
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Pasal 17 
(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala 

desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan 
realisasi penggunaan semester sebelumnya. 

Pasal 16 
(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat 

menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa 
Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan 
Dana Desa Tahunan kepada Bupati. 

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
ketentuan: 
a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli 

tahun anggaran berjalan; 
b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan 

paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun 
anggaran 2018. 

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus 
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas 
kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti 
dimaksud. 

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban 
APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan 
Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa. 

(4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan 
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh 
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke 
rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 15 

Pasal 14 
( 1) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) 
tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 
dengan tanggal 31 Desember. 

{2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat 
(1) menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa 
(SISKEUDES). 

1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum 
serta menegakkan peraturan hukum di Desa; 

2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan 
informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang 
partisipatif dan komunikatif; dan 

3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya 
Desa. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 8 

H.UJU 

. ,.. 
t: . 

:ARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, 

Diundangkan di Cikarang Pusat 
Pada tanggal 

dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN 

TID 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 23 Februari 201 7 
BUPATI BEKASI, 

Pasal 18 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan 
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten. Bekasi. 

(2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan 
disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi 
penggunaan tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal 
ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang 
mengakibatkan SiLPA tidak wajar. 

(4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3)~ berupa sisa Dana Desa yang 
melebihi 30o/o (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa 
yang diterima Desa. 

(5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan 
prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a 
tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati. 

(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada 
Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan. 

,;.. I 



Pagu Dana Desa per-Desa 

No. Nama Kecamatan dan Desa Alokasi Casar Alokasi Berdasarkan Formula 
Sebelum Pembulatan Setelah Pembulatan 

(1) (2) (3) (17) (18)= (3) + (17) 19 

TARUMAJAYA 
1 SEGARA MAKMUR 720.442.000 254.136.417 974.578.417 97 4.578.000 
2 SEGARAJAYA 720.442.000 284.481.821 1.004.923.821 1.004.924.000 
3 PUSAKA RAKYAT 720.442.000 196.322.317 916.764.317 916.764.000 
4 PAHLJI.WAN SETIA 720.442.000 212.525.727 932.967.727 932.968.000 
5 SETIAMULYA 720.442.000 154.090.517 874.532.517 874.533.000 
6 SAMUDRAJAYA ,2v ..... 2.w0 i7o.S36.563 699.370.563 899.379.000 
7 SETIAASIH 720.442.000 264.234.643 984.676.643 984.677.000 
8 PANTAI MAKMUR 720.442.000 160.621.197 881.063.197 881.063.000 

JUMLAH 5.763.536.000 1.705.349.202 7.468.885.202 7.468.886.000 

BABELAN 
9 BUNIBAKTI 720.442.000 229.625.509 950.067.509 950.068.000 
10 MUARABAKTI 720.442.CIOO 254.435.927 974.817.927 974.878.000 
11 KEDUNG PENGAWAS 720.442.000 377.143.420 1.097.585.420 1.097.585.000 
12 HURIPJAYA 720.442.000 210.961.480 931.403.480 931.404.000 
13 PANTAIHURIP 720.442.000 209.878.537 930.320.537 930.321.000 
14 BABELJI.NKOTA 720.442.000 477.394.240 1.197.836.240 1.197.836.000 
15 KEDUNGJAYA 720.442.000 257.033.324 977.475.324 977.475.000 

JUMLAH 5.043.094.000 2.016.472.437 7.059.566.437 7.059.567.000 

SUKAWANGI 
16 SU KARI NGIN 720.442.000 190.785.217 911.227.217 911.227.000 
17 SUKABUDI 720.442.000 249.672.126 970.114.126 970.114.000 
18 SUKADAYA 720.442.000 228.268.994 948.710.994 948.711.000 
19 SUKAWANGI 720.442.000 177.626.001 898.068.001 898.068.000 
20 SUKAKERTA 720.442.000 267.057.667 987.499.667 987.500.000 
21 SUKATENANG 720.442.000 247.074.906 967.516.906 967.517.000 
22 SUKAMEKAR 720.442.000 231.861.335 952.303.335 952.303.000 

JUMLAH 5.043.094.000 1.592.346245 6.635.440245 6.635.440.000 

TAMBELANG 
23 SUKAWIJAYA 720.442.000 162.202.473 882.644.473 882.645.000 
24 SUKAMAJU 720.442.000 234.479.316 954.921.316 954.921.000 
25 SUKARAJA 720.442.000 138.185.328 858.627.328 858.627.000 
26 SUKARAPIH 720.442.000 187.639.594 908.081.594 908.082.000 
27 SUKARAHAYU 720.442.000 155.952.803 876.394.803 876.395.000 
28 SUKAMANTRI 720.442.000 200.835.283 921.277.283 921.277.000 
29 SUKABAKTI 720.442.000 149.102.246 869.544.246 869.544.000 

JUMLAH 5.043.094.000 1.228.397.044 6.271.491.044 6.271.491.000 

TAMBUN UTARA 
30 SATRIAJAYA 720.442.000 169.226.924 889.668.924 889.669.000 
31 JEJALENJA YA 720.442.000 221.301.892 941.743.892 941.744.000 
32 SATRIAMEKAR 720.442.000 172.937.070 893.379.070 893.379.000 
33 SRIAMUR 720.442.000 293.369.693 1.013.811.693 1.013.812.000 
34 SRIMUKTI 720.442.000 291.427.529 1.011.869.529 1.011.870.000 
ss ~PAYA 729;442:999 2??A~.4~~ WM~?:4~~ ~7?.~~~:999 
36 SRI MAHI 720.442.000 320.679.114 1.041.121.114 1.041.121.000 
37 KARANGSATRIA 720.442.000 339.318.858 1.059.760.858 1.059.761.000 

JUMLAH 5.763.536.000 2.063. 714.579 7.827 .250.579 7.827.251.000 

T AMBUN SELA TAN 
38 LAMBANGSARI 720.442.000 141.199.945 861.641.945 861.642.000 
39 LAMSANGJ~)'A 1.20#2.QO!) ~lMHl~22 e~.e~o.s22 a3e.es1.ooo 
40 TAMBUN 720.442.000 137.260.944 857.702.944 857.703.000 
41 SETIADARMA 720.442.000 122.820.449 843.262.449 843.263.000 
42 SETIAMEKAR 720.442.000 419.456.205 1.139.898.205 1.139.898.000 
43 ME KAR SARI 720.442.000 229.572.999 950.014.999 950.015.000 
44 TRIDAYA SAKTI 720.442.000 221.148.533 941.590.533 941.591.000 
45 MANGUNJAYA 720.442.000 364.372.173 1.084.814.173 1.084.814.000 
48 SUMBERJAYA 720.442.000 351.073.035 1.071.515.095 1.071.515.000 

JUMLAH 6.483.978.000 2.105.323265 8.589.301265 8.589.302.000 

RJNCIAN DANA DESA BAGI DESA-DESA DI KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2017 

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI 
NOMOR : 8 TAHUN 2017 

: 23 FEBRUARI 2017 
: TATA CARA PEMBAGlAN C#J PENETAPAN Rl~JCIAN DANA OESA 

BAGI DESA-DESA DI KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2017 

TANGGAL 
TENTANG 



j 

Pagu Dana Cesa per-Cesa 

No. Nama Kecamatan dan Desa Alokasi Casar Alokasi Berdasarkan Formula 
Sebelum Pembutatan Setelah Pembutatan 

(1) (2) (3) (17) (18)= (3) + (17) 19 

CIBITUNG 
47 wvtml\JI\ t I\ 720.442.000 2S4.71&.737 1.o15.153.737 1.015.159.000 
48 KERTAMUKTI 720.442.000 230.676.251 951.118.251 951.118.000 
49 MUKTIWARI 720.442.000 217.472.786 937.914.786 937.915.000 
50 SARIMUKTI 720.442.000 190.234.310 910.676.310 910.676.000 
51 SUKAJAYA 720.442.000 232.123.045 952.565.045 952.565.000 
52 CIBUNTU 720.442.000 203.729.842 924.171.842 924.172.000 

JUMLAH 4.322.652.000 1.368.952.972 5.691.604.972 5.691.605.000 

CIKARANG BARA T 
53 TELAGAMURNI 720.442.000 384.566.251 1.105.008.251 1.105.008.000 
54 MEKARWANGI 720.442.000 140.233.936 860.675.936 860.676.000 
55 JATIWANGI 720.442.000 121.762.421 842.204.421 842.204.000 
56 OANAUINDAH 720.442.000 102.012.388 822.454.388 822.454.000 
57 GANDAMEKAR 720.442.000 99.470.304 819.912.304 819.912.000 
58 GANDASARI 720.442.000 126.157.265 646.599.265 646.599.000 
59 SUKADANAU 720.442.000 236.573.289 957.015.289 957.015.000 
60 KALIJAYA 720.442.000 255.429.395 975.871.395 975.871.000 
61 TELAJUNG 720.442.000 171.024.891 891.466.891 891.467.000 
62 CIKEOOKAN 720.442.000 191.318.901 911.760.901 911.761.000 

JUMLAH 7 .204.420.000 1.828.549.039 9.032.969.039 9.032.967.000 

CIKARANG UTARA 
63 CIKARANGKOTA 720.442.000 153.090.577 873.532.577 873.533.000 
64 KARANGBARU 720.442.000 119.409.119 839.851.119 839.851.000 
65 KARANGASIH 720.442.000 231.421.864 951.863.864 951.864.000 
66 WALUYA 720.442.000 154.621.524 875.063.524 875.064.000 
67 KARANGRAHARJA 720.442.000 237.619.264 958.061.264 958.061.000 
68 PASIRGOMBONG 720.442.000 123.877.973 844.319.973 844.320.000 
69 SIMPANGAN 720.442.000 173.222.264 893.664.264 893.664.000 
70 TANJUNGSARI 720.442.000 178.655.891 899.097.891 899.098.000 
71 HAJARMEKAR 720.442.000 139.142.370 859.584.370 859.584.000 
72 MEKARMUKTI 720.442.000 139.496.244 859.938.244 859.938.000 
73 WANGUNHARJA 720.442.000 118.146.507 838.588.507 838.589.000 

JUMLAH 7.924.862.000 1.768.703.598 9.693.565.598 9.693.566.000 

KARANG BAHAGIA 
74 SUKARAYA 720.442.000 355.300.277 1.075.7 42.277 1.075.7 42.000 
75 KARANGRAHAYU 720.442.000 264.471.251 984.913.251 984.913.000 
76 KARANGSETIA 720.442.000 159.775.722 880.217.722 880.218.000 
77 KARANGANYAR 720.442.000 257.391.737 977.833.737 977.834.000 
78 KARANGBAHAGIA 720.442.000 223.068.082 943.510.082 943.510.000 
79 !<.~R.N~~~§NT9M 720.442.000 163.038.529 883.480.529 883.481.000 
80 KARANGSATU 720.442.000 237.603.281 958.045.281 958.045.000 
81 KARANGMUKTI 720.442.000 288.374.694 1.008.816.694 1.008.817 .000 

JUMLAH 5.763.536.000 1.949.023.575 7.712.559.575 7.712.560.000 

CIKARANG TIMUR 
82 TANJUNGBARU 720.442.000 315.004.847 1.035.446.847 1.035.447.000 
~~ GJPAY!.,!NG m .. ¥1PP9 m.49~_._m 1,99n11 .. m 1:991 .. ~11-999 
84 HEGARMANAH 720.442.000 217.873.659 938.315.659 938.316.000 
85 JATIREJA 720.442.000 215.443.896 935.885.896 935.886.000 
86 JATIBARU 720.442.000 216.530.405 936.972.405 936.972.000 
87 LABAN SARI 720.442.000 275.750.774 996.192. 77 4 996.193.000 
88 KARANGSARI 720.442.000 199.532.452 919.974.452 919.974.000 

JUMLAH 5.043.094.000 1. 722.605.324 6.765.699.324 6.765.699.000 

KEDUNGWARINGIN 
89 KARANGSAMBUNG 720.442.000 209.691.312 930.133.312 930.133.000 
90 WARINGINJAYA 720.442.000 254.306.709 974.748.709 974.749.000 
91 KARANGMEKAR 720.442.000 272.884.654 993.326.654 993.327.000 
92 MEKARJAYA 720.442.000 288.099.547 1.008.541.547 1.008.542.000 
93 KARANGHARUM 720.442.000 218.571.817 939.013.817 939.014.000 
94 BO.iONGSARI 720.442.000 192.673.499 913.01!:i.499 913.01G.OOO 
95 KEDUNGWARINGIN 720.442.000 200.482.492 920.924.492 920.924.000 

JUMLAH 5.043.094.000 1.636.610.030 6.679.704.030 6.679.704.000 



Pagu Dana Desa per-Desa 

No. Nama Kecamatan dan Desa Alokasi Dasar Alokasi Berdasarkan Formula 

Sebelum Pembulatan Setelah Pembulatan 

(1) (2) (3) (17) (18)= (3) + (17) 19 

PEBAYURAN 
""' l'V\IV\t~\:lnttRJtt 720.442.000 344.273.&7& 1.ot:4.720.&78 1.084.721.000 OU 

97 KARANGSEGAR 720.442.000 310.906.391 1.031.348.391 1.031.348.000 
98 SUMBERURIP 720.442.000 142.492.421 862.934.421 862.934.000 
99 SUMBEREJA 720.442.000 212.661.293 933.103.293 933.103.000 
100 KARANGREJA 720.442.000 388.119.826 1.108.561.826 1.108.562.000 
101 KARANGJAYA 720.442.000 437 .532.226 1.157.974.226 1.157.9.74.000 
102 SUMBERSARI 720.442.000 229.972.737 950.414.737 950.415.000 
103 KARAN GPA TRI 720.442.000 267.151.117 987.593.117 957.593.000 
104 KARANGHAUR 720.442.000 110.654.543 831.096.543 831.097 .000 
105 KERTAJAYA 720.442.000 184.713.822 905.155.822 905.156.000 
106 BANTARSARI 720.442.000 251.263.110 971.705.110 971.705.000 
107 BANTARJAYA 720.442.000 349.532.945 1.069.97 4.945 1.069.975.000 

JUMLAH 8.645.304.000 3.229.279.110 11.874.583.110 11.87 4.583.000 

SUKAKARYA 
108 SUKAMURNI 720.442.000 253.527.312 973.969.312 973.969.000 
109 SU KAI NOAH 720.442.000 254.838.233 975.280.233 975.280.000 
110 SUKAKARYA 720.442.000 238.598.711 959.040.711 959.041.000 
111 SUKALAKSANA 720.442.000 232.181.483 952.623.483 952.623.000 
112 SUKAJADI 720.442.000 296.457.687 1.016.899.687 1.016.900.000 
113 SUKAKARSA 720.442.000 175.923.227 896.365.227 896.365.000 
114 SUKAMAKMUR 720.442.000 262.916.426 983.358.426 983.358.000 

JUMLAH 5.043.094.000 1.714.443.078 6.757.537.078 6.757.536.000 

SUKATANI 
115 SUKAMULYA 720.442.000 338.905.563 1.059.347.563 1.059.348.000 
116 SUKAMANAH 720.442.000 322.405.587 1.042.847.587 1.042.848.000 
117 SUKAHURIP 720.442.000 282.024.925 1.002.466.925 1.002.467.000 
118 SUKAASIH 720.442.000 231.870.247 952.312.247 952.312.000 
119 SU KAR UK UN 720.442.000 193.081.487 913.523.487 913.523.000 
120 BAN JAR SARI 720.442.000 265.430.753 985.872.753 985.873.000 
121 SU KAO ARMA 720.442.000 216.956.908 937.398.908 937.399.000 

JUMLAH 5.043.094.000 1.850.675.470 6.893.769.470 6.893.no.ooo 

CABANGBUNGIN 
122 JAYABAKTI 720.442.000 250.311.381 970.753.381 970.753.000 
123 JAYALAKSANA 720.442.000 224.830.444 945.272.444 945.272.000 
124 SINDANGSARI 720.442.000 220.422.627 940.864.627 940.865.000 
125 SINDANGJAYA 720.442.000 206.317.169 926.759.169 926.759.000 
126 SETIALAKSANA 720.442.000 211.308.358 931.750.358 931.750.000 
127 SETIAJAYA 720.442.000 239.007.697 959.449.697 959.450.000 
128 ~sN~~.A.•·PAY.A 720.442.000 131.875.323 852.317.323 852.317.000 
129 LENGGAHSARI 720.442.000 348.717.429 1.069.159.429 1.069.159.000 

JUMLAH 5.763.536.000 1.832.790.427 7.596.326.427 7.596.325.000 

MUARAGEMBONG 
130 PANTAI MEKAR 720.442.000 274.340.885 994.782.885 994.783.000 
131 PANTAI BAHAGIA 720.442.000 380.735.592 1.101.177.592 1.101.178.000 
m F'~_,.~1:,\! _B.A.,.t.:TI nD.-¥2.-900 ~7?-9J?J2.Q 1 .. 0~M7M20 1 .. 0~M7~-P9Q 
133 PANTAIHARAPANJAYA 720.442.000 458.462.353 1.178.904.353 1.178.904.000 
134 PANTAISEDERHANA 720.442.000 215.216.123 935.658.123 935.658.000 
135 JAYASAKTI 720.442.000 266.719.638 987.161.638 987.162.000 

JUMLAH 4.322.652.000 1.970.511.211 6.293.163.211 6.293.164.000 

SETU 
135 ,._I H~l 11""\V /"\I 720,~.§2.1}00 1.92A87.1.49 912.929.1:49 912.929.000 Vhll.ll"l"\VI. 

137 LUBANGBUAYA 720.442.000 165.863.044 886.305.044 886.305.000 
138 BURANGKENG 720.442.000 302.900.528 1.023.342.528 1.023.343.000 
139 CILEDUG 720.442.000 288.562.773 1.009.004. rts 1.009.005.000 
140 CIBENING 720.442.000 184.626.471 905.068.471 905.068.000 
141 TAMANSARI 720.442.000 210.755.534 931.197.534 931.198.000 
142 TAMAN RAHAYU 720.442.000 160.299.454 880.741.454 880.741.000 
143 CiKARAGEMAN 720.442.000 2!;1.101.714 971.543.714 S71.!i44.000 
144 RAGAMANUNGGAL 720.442.000 170.915.n5 891.357.n5 891.358.000 
145 MUKTIJAYA 720.442.000 185.607.519 906.049.519 906.050.000 
146 KERTARAHAYU 720.442.000 255.844.581 976.286.581 976.287.000 

JUMLAH 7.924.862.000 2.368.964.542 10.293.826.542 10.293.828.000 



170.420.113.000 

5.426.930.000 

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 8 

dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN 

no 

BUPATI BEKASI, 

170.420.113.000 

5.426.930.605 

40.7 40.553.000 

1.104.278.605 

Kontrol Penghitungan 
Pagu Dana Desa Kabupaten 170.420.113.000 
Pagu Alokasi Dasar 129.679.560.000 
Pagu Bagian Fonnula 40. 7 40.553.000 
Jumlah Desa 180 

129.679.560.000 

4.322.652.000 

JUMLAH TOTAL 

JUMLAH 

928.262.000 
922.666.000 
891.345.000 
902.452.000 
900.923.000 
881.282.000 

6.478.901.000 

928.262.396 
922.666.188 
891.345.348 
902.451.682 
900.923.103 
881.281.889 

6.478.901.n4 

207.820.396 
202.224.188 
170.903.348 
182.009.682 
180.481.103 
160.839.889 

1.435.so7.n4 

720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 

5.043.094.000 

BOJONGMANGU 
175 KARANGMULYA 
176 K_.1\~AN~!NPNi 
177 BOJONGMANGU 
178 SUKABUNGAH 
179 SUKAMUKTI 
180 MEDALKRISNA 

JUMLAH 

965.932.000 
921.605.000 
881.973.000 
940.657.000 
892.211.000 
882.469.000 
994.054.000 

1.026.920.000 
972.970.000 
963.106.000 

1.000.7 40.000 
951.314.000 
885.502.000 
935.658.000 

1.004.043.000 

5.324.067.000 

965.931.932 
921.605.313 
881.973.443 
940.656.549 
892.211.489 
882.469.302 
994.053.746 

1.026.920.163 
972.969.622 
963.105.647 

1.000.739.983 
951.313.716 
885.501.803 
935.657.985 

1.004.043.019 

5.324.066.884 

245.489.932 
201.163.313 
161.531.443 
220.214.549 
171.769.489 
162.027.302 
273.611.746 

306.478.163 
252.527.622 
242.663.647 
280.297.983 
230.871.716 
165.059.803 
215.215.985 
283.601.019 

1.001.414.884 

720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 

720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 

4.322.652.000 

CIBARUSAH 
168 SIRNAJA Tl 
169 RIDOGALIH 
170 RIDOMANAH 
171 WIBAWAMULYA 
172 CIBARUSAH KOTA 
173 CIBARUSAH JAYA 
174 SINDANGMULYA 

SERANGBARU 
160 SUKARAGAM 
161 SIRNAJAYA 
162 SUKASARI 
163 JAYAMULYA 
164 NAGACIPTA 
165 NAGASARI 
166 CILANGKARA 
167 JAYASAMPURNA 

JUMLAH 

906.111.000 
862.182.000 
866.273.000 
888.530.000 
935.499.000 
865.472.000 

6.312.718.000 

906.111.494 
862.182.150 
866.272.670 
888.529.684 
935.496.834 
865.472.053 

6.312.718.652 

185.669.494 
141.740.150 
145.830.670 
168.087.684 
215.056.834 
145.030.053 

1.269.624.652 

720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 

5.043.094.000 

CIKARANG PUSAT 
154 CICAU 
155 SUKAMAHI 
156 PASIRANJI 
157 HEGARMUKTI 
158 JAYAMUKTI 
159 PASIRTANJUNG 

JUMLAH 

es 1.817 .000 
856.852.000 
945.283.000 
966.922.000 
869.244.000 
889.091.000 
933.509.000 

19 

85UU&.S43 
856.851.798 
945.282.866 
966.922.277 
869.243.855 
889.091.462 
933.509.444 

(18)= (3) + (17) 

136.409.798 
224.840.866 
246.480.277 
148.801.855 
168.649.462 
213.067.444 

m.374.S43 

(17) 

720.442.GOn 
720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 
720.442.000 

(3) 

CIKARANG SELATAN 
147 CiBAiU 
148 SUKASEJA Tl 
149 CIANTRA 
150 SUKADAMI 
151 SUKARESMI 
152 SERANG 
153 PASIRSARI 

(1) (2) 

Setelah Pembulatan Sebelum Pembulatan 
Alokasl Berdasarkan Formula 

Pagu Dana Cesa per-Cesa 

Alokasi Dasar No. Nama Kecamatan dan Cesa 

" . ,- . 
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